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1. 
1. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018, 18/PHP.BUP-XVI/2018, dan 16/PHP.BUP-XVI/2018 Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018 dan Perkara Nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.


Saya minta untuk memperkenalkan diri, Pemohon Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018 dulu. Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018? 

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Demi rasa keadilan yang kita inginkan, kami junjung tinggi nilai-nilai yang mulia dalam persidangan ini. Dan karena itu izinkan kami untuk meringkas permohonan kami (…)

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lho?
4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

Sebelum, ya … untuk memperkenalkan, saya sendiri Wilson Colling dari tim Kuasa Hukum Manggarai Timur. Di sebelah kanan saya, Bapak Azis Pasaribu, di sebelah kanan saya ada Yun Ermanto, di sebelah kanan saya ada Aulia Kahfi. Di sebelah kanan saya juga hadir Prinsipal, dalam hal ini bupati … wakil kandidat Wakil Bupati Manggarai Timur. 

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nomor urut berapa ini?
6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

Nomor urut 16, Yang Mulia.
7. KETUA: ARIEF HIDAYAT


16? Oh, Perkara 16/PHP.BUP-XVI/2018. Nomor urutnya? Calon nomor urut berapa? 

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

Calon Urut Nomor 3. 

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 3. Baik. Sekarang yang nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN
Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemohon, Yang Mulia di Kabupaten Puncak, Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018, Pemohonnya Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago. Karena ini calon tunggal, Yang Mulia, hadir saya, Refly Harun, kemudian ada 2 rekan saya Salman Darwis dan Violla Reininda. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018?
12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa dalam Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, yang hadir saya sendiri, Muhammad Sholeh, sebelah kanan saya, Imam Syafi’i, di belakang ini ada Muhammad Said Bakhri, dan selanjutnya ada Farid Budiman. Terima kasih.  
13. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini anu, Kuasa Pemohon dari mana ini? 

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Sampang, Yang Mulia. 

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampang. Calon nomor urut berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Nomor Urut 2, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nomor Urut 2. Baik. Dari perkara nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018 sudah ada? 

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: HENRY S. LUSIKOY

Siap, Yang Mulia.
19. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Silakan. 

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: HENRY S. LUSIKOY

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Kami selaku Kuasa dari Pasangan Nomor Urut 3 atas nama Herman Adrian Koedoeboen yang hari ini juga hadir, yang diberikan kuasa kepada kami, Henry S. Lusikoy, Willem R.E. Sudjiman, Yanny Tuhurima, dan Anthoni Hatane, Yang Mulia, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari Maluku. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih. KPU Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: EDI H. GURNING


Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami yang hadir Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Manggarai Timur ada 3 Kuasa Hukumnya. Saya sendiri, Edi Halomon Gurning, ada Dion Pongkor, dan Maju Posko Simbolon. Hadir juga di sini ketua KPU Kabupaten Manggarai Timur, Bapak Ambrosius Arifine. Terima kasih, Yang Mulia.  

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terima kasih. KPU Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Terima kasih, Yang Mulia, untuk dan atas nama KPU Kabupaten Puncak Papua, saya Kuasa Hukum dari KPU, Pieter Ell. Dan hadir Prinsipal, yaitu Ketua KPU Kabupaten Puncak, Bapak Erik di belakang kami. Terima kasih, Yang Mulia. 

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. KPU Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018? 

26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: DEDDY PRIAMBUDI


Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Hadir dalam Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 Termohon, Saudara Ketua KPU Kabupaten Sampang, Saudara Samsul Mu’arif di belakang kami, demikian juga anggota KPU, Saudara Syamsul juga dan kami sebagai Kuasa Hukum Deddy Prihambudi bersama Saudara Abdul Fatah. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 
27. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Terima kasih. KPU Perkara Nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018, KPU Provinsi Maluku Utara … oh, Maluku, sori. 

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XVI/2018: HENDRAYANA


Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, Yang Mulia. Hadir di sini kami sebagai Kuasa Hukum dari KPU Maluku, Hendrayana, Basuki Joni Priyatna, dan Sugeng. Hadir pula di sini dari Prinsipal ketua ... divisi hukum KPU Maluku Almudatsir Sangadji. Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, terima kasih. KPU Pusat Pak Hasyim Asy’ari, ya? 

30. KPU RI: HASYIM ASY’ARI


Terima kasih, Majelis. Saya Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Republik Indonesia. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dari Bawas atau panwaslu ada yang hadir? Silakan!

32. PANWAS SAMPANG: INSIYATUN


Assalamualaikum wr. wb.  Saya Insiyatun, S.Hi dari Panwas Kabupaten Sampang dan di sini juga hadir dari Panwas Kabupaten Sampang Bapak Johari, M.Pdi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.  

34. BAWASLU: IBRAHIM MALIK


Saya Ibrahim Malik Tanjung, Pak Majelis, dari Bawaslu Pusat. 

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Bawaslu, ya? Panwas dari kota yang lain enggak hadir, ya? Diwakili Bawaslu? Ada? Oh, ya, memperkenalkan diri, silakan! Miknya tolong. 

36. BAWASLU PROV: ABDULLAH ELI


Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Abdullah Ely dari Bawaslu Maluku.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Bawaslu Maluku, Provinsi Maluku, ya? 

38. BAWASLU PROV: ABDULLAH ELI


Ya, benar.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Terus?
40. PANWASLU MANGGARAI: ZAKARIA GARA

Baik. Selamat siang buat kita semua salam sejahtera, saya Zakaria Gara dari Panwaslu Manggarai Timur dan ada anggota Pak Muhammad Adrian. Sekia dan terima kasih.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Panwaslu Manggarai hadir, terus ada lagi? Sudah? Baik, terima kasih. Kemudian Pihak Terkait sekarang, Pihak Terkait Perkara 16/PHP.BUP-XVI/2018? Enggak ada? Belum hadir? Tapi memang anu ... mengajukan sebagai Pihak Terkait? Belum mengajukan? Oh, ini sudah optimis menang ini, jadi enggak ikut. Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018 Pihak Terkait, silakan!

42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: DINI FITRIYANI


Assalamualaikum wr. wb. Kami Pihak Terkait Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018 Prinsipal atas nama Willem Wandik dan Pelinus Balinal. Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa saya sendiri Dini Fitriyani dan rekan saya Riska, terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Pihak Terkait Perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018?

44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: TAUFIK BASARI


Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 38/PHP.BUP-XVI/2018 mewakili Slamet Junaidi dan Abdullah Hidayat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Nomor Urut 1. Hadir pada kesempatan ini saya sendiri Taufik Basari, didampingi 2 rekan saya Regginaldo Sultan dan Dr. Atang Iriawan. Terima kasih, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, terima kasih. Yang terakhir, Pihak Terkait 29/PHPU.GUB-XI/2018.

46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: LAURITZKE MANTULAMETEN

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, kami mewakili Pihak Terkait Nomor Urut 2 atas nama Murad Ismail dan Barnabas Orno. Hadir saya, Lauritzke Mantulameten. Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Sebelum saya mulai perlu saya sampaikan, yang pertama, surat kuasa untuk masing-masing Kuasa dan fotokopi anggota advokat, tolong sudah disiapkan. Ada, enggak? Yang ada surat kuasanya diambil dulu, Petugas! Akan kita cek. Jadi, kalau enggak bawa surat kuasa, argonya enggak jalan itu.


Oh, Pak Refly sekarang sudah advokat, ya? Pakai toga? Wah, lebih gagah makanya. Ya, tolong surat kuasa-surat kuasa diambil, Mas! Masih ada itu.


Kemudian, sekaligus disiapkan kalau ada bukti tambahan karena bukti tambahan akan kita verifikasi sebelum sidang ini, nanti pada akhir persidangan akan kita sahkan kalau ada bukti tambahan, kalau tidak ada enggak usah diserahkan. Silakan kalau ada bukti tambahan. Enggak ada, ya? Baik (...) 

48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: LAURITZKE MANTULAMETEN

Yang Mulia?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: LAURITZKE MANTULAMETEN

Untuk Perkara 29/PHPU.GUB-XI/2018 bukti tambahan kami ada, tapi masih dalam perjalanan dari Maluku ke sini, Yang Mulia. Jadi, hari ini kami mohon pertimbangan dari Yang Mulia untuk kalau bisa pada persidangan berikut, itu kami mohon pertimbangan, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Nanti terakhir tanggal 31 pagi, ya? Kita sidang jam berapa ... eh, sebelum sidang, itu ada dua hari … begini. Ini sekaligus saya sampaikan. Kepada Pihak Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu atau panwas jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, atau panwaslu itu harus diserahkan ke Kepaniteraan, bukan diserahkan di persidangan, tapi diserahkan di Kepaniteraan, 2 hari waktunya, maksimal 2 hari setelah sidang ini selesai. Nanti selesai sekitar pukul 15.00 WIB atau pukul 15.30 WIB, itu hitungannya berarti 2 hari setelah selesai sidang ini. Bersama dengan buktinya, ya? Diserahkan bersama dengan buktinya. 
Lah, 2 hari ini juga berlaku untuk Maluku itu yang buktinya, ya? Buktinya bisa diserahkan 2 hari. Dua hari kalau kita lihat kalender 28 bukan hari kerja, 29 bukan hari kerja, hari kerjanya Senin, tanggal 30 dan 31 hari Selasa. Pukul berapa? Nanti setelah kita akhiri sidang ini, ya? Tepat. Ya, itu bisa diserahkan nanti, jawaban saya begitu, ya? Ya, jadi jangan lupa untuk menjadi perhatian kita bersama. 


Baik. Sebelum dimulai, ada lagi yang akan dimintakan klarifikasi atau keterangan? Sudah cukup, ya? Kita mulai dengan Perkara yang paling muda, Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018. 

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Baik. Terima kasih, Majelis Hakim yang (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Silakan!

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Yang kami hormati. Demi rasa keadilan kami menjunjung tinggi nilai, Yang Mulia, dalam persidangan ini. Dan kiranya izinkan kami untuk meringkas permohonan kami dalam bentuk summary yang tetap berisi substansi yang terkandung di dalam permohonan ini. 

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Kalau dianggap perlu nanti saya pandu, supaya bisa efisien dan cepat, ya. 

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, baik.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Silakan!

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Kami hanya membacakan yang substansi saja. Yang lainnya kami dianggap sudah dibacakan. 

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Silakan! Waktunya pendek, ya?
60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya. 

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, silakan!

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Permohonan pembatalan Kepputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK (...)

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dan seterusnya itu.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

Ya dan seterusnya.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT


He em.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Tentang Penetapan Suara Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa tenggara Timur Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Atas nama Tarsisius Sjukur, S.S., dan selanjutnya Yoseph Byron Aur, S.Sos. (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Sebagai wakil (...)

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Pasangan bupati (...)

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dan wakil bupati, nomor urut? 

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Berapa?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Nomor Urut 3.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik.

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nomor Urut 3. Perolehan suaranya gimana ini? 

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Nanti kami bacakan, Yang Mulia. 

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, enggak. Sekarang saya minta sekarang, kok nanti!

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dapat suara berapa? 

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Menurut hitungan KPU, kandidat kami mendapatkan suara 43.000 ... 4,06%

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT


4 (...)

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Enggak. Jumlah suaranya berapa dulu? 43.000? 

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, 4 ... 43.064. 

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT


43.064. Baik. 

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Itu menurut (...)

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini persentasenya berapa? 

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Itu menurut versi (...)

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT


KPU?
94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


KPU. Ya (...)

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. Persennya tahu itu? Ada? Berapa persen?

 KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

1,5%. 

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ha? 1,5%? Ya, persentasenya nanti. Ya, suaranya betul? 43.064?

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya. Betul, itu (...)

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dapat nomor urut berapa ini?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Nomor Urut 3.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nomor Urut 3 itu nomor calonnya (...)

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Nomor pasangan yang pemenang adalah Nomor Urut 1=46.537.

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. He em. Ini 43 ini dapat nomor urut berapa kalau gitu urutannya?  Perolehan hasilnya (...)

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Perolehan hasilnya nomor urutan 2. 

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT


2?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Yang Mulia. 

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, baik. Terus berarti kalau begitu ini punya legal standing, ya? Menurut Anda? 

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Karena pasangan calon dan sudah ikut pemilihan, punya legal standing. Terus kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan. 

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, baik. 

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kedudukan hukum. Sekarang ke tenggang waktunya, gimana tenggang waktunya?

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Tenggang waktu 9 (...)

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kapan ditetapkan? 5 Juli, pukul 18.21?

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Ya, 5 Juli ... ya. 

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Hari Kamis itu.

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Ya. Karena anggap itu sudah masuk dalam permohonan kami, di sini hanya kami membaca secara garis besar saja (...)

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Enggak, ini penting soalnya. 

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Itu (...)

118. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Saya tanya. Lho, penetapannya itu tanggal berapa? Ini kan, kita mau lihat tenggang waktunya? 

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

5 ... 5 Juli.

120. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Bagus. 5 Juli, pukul 18.21?
121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Ya.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terus permohonan Anda masuk di sini kapan? 

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Permohonan kami masuk tanggal 11 Juli 2018. 

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT


11 Juli?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

2018. 

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jam? 

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Itu perbaikan. 

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Makanya itu saya tanya. Permohonan pertamanya itu masuknya kapan ini? 

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Ya, permohonan kami pada tanggal 13 tahun 2018.
130. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Di sini ada catatan. Betul, enggak? Dicocokkan!

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Permohonan masuk tanggal 9, pukul 19.31 WIB.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Itu yang lama.

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lho, ya. Saya tanya, kalau Anda menggunakan yang ... apa … baru, yang perbaikan, malah lewat waktu nanti.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Izin ... izin, Yang Mulia.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Gimana ini.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Tanggal 9, 9 Juli 2018.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, pukul berapa?

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Pukul 23.00 WIB.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ha?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Kami terakhir masukkan pukul 23.00 WIB.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini di tempat kami ada tertulis pukul 19.31 WIB.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Oh, ya. Itu yang perbaikan itu, ya.

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ha?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya, sesuai dengan itu, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lho, gimana?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Kalau ... kalau perbaikan, kami terakhir itu tanggal ... pukul 23.00 WIB.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terus kemudian, perbaikannya ... perbaikannya tanggal 11?

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jadi, masih tenggang waktu (...)

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Tenggang waktu masih mencukupi kami.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. Sekarang berarti kita gunakan Permohonan perbaikan, ya, kan?

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Karena 3 hari Permohonannya sudah masuk setelah penetapan, 3 hari ada kesempatan perbaikan (...)

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Anda sebelum habis masanya, sehingga kita yang gunakan adalah perbaikannya, kan?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya.

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini untuk KPU dan Pihak Terkait supaya tahu yang dipakai Permohonan ini adalah Permohonan perbaikan. Ya, jadi tenggang waktunya itu. Terus kemudian, sekarang dalil-dalilnya tadi yang mau dianukan ... di ... apa?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Dalil-dalil yang kami ajukan, kami membantah hasil rekapitulasi KPU Manggarai Timur.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Dan itu kami dapat mempertanggungjawabkan data yang kami miliki.

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Dan ini kami sudah rangkum di dalam summary kami, hari ini kami bisa menyerahkan summary kami.

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Enggak usah pakai summary, kita ... wong kita saja sudah membuat summary sendiri atas Permohonan Anda. Ini Permohonan Anda saja ... apa ... dalil-dalilnya apa saja? Tolong disampaikan!

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, baik. Ya (...)

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu dalil yang pertama itu di halaman berapa? Coba dilihat itu! Pokok Permohonan, dalil pertama. Anda tadi keberatan, tapi keberatannya bentuknya apa? Yang pertama di nomor 3, halaman 9. Anda katakan, “TSM,” gitu, kan?

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kenapa TSM? Pelanggaran tersebut meliputi … sekarang 1, “Lebih dari belasan pemilih yang tidak terdaftar, tapi memilih,” gitu. Ya, toh? Itu halaman 10 itu. Ini yang buat Anda saja, saya tahu kok, bisa merinci. Ya, kan? Dalil yang pertama, tadi Anda bilang bahwa ini secara keseluruhan adalah TSM. TSM-nya kenapa? Pelanggaran-pelanggarannya sebagai berikut. 

Satu. Anda mengatakan, “Belasan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suaranya di TPS.”


Itu toh?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, Pak.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu dalil yang pertama. Sekarang pertanyaan saya, dia tidak terdaftar di dalam pemilih, apakah menurut aturan masih boleh atau tidak?

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Kalau menurut aturan, kalau ada surat keterangan, diperbolehkan.

172. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kalau dia misalnya punya KTP elektronik, datang di TPS di tempat domisilinya, meskipun tidak terdaftar, boleh milih apa tidak? Nanti KPU itu direspons, ya? Ini ada dalil begini. Tapi dia mengatakan ini pelanggaran bahwa belasan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Jadi, tidak ada di DPT, dia diberi kesempatan untuk memilih. Itu ditulis, di Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kecamatan Poco Ranaka, kemudian Kecamatan Kota Komba, dan Kecamatan Borong, gitu, ya? Anda gitu kan, ini?

173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya.

174. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terus yang dalil kedua, silakan! Halaman 11 itu.

175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, yang dalil tadi ketiga, kami kaji kembali. Ada penambahan yang masuk di … tentang terstruktur dan masif di Maggarai Timur tersebut.

176. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Apa?
177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Seluruh … dalam 9 kecamatan itu terjadi permasalahan secara terstruktur.

178. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu tambahannya dimuat di mana? Di Permohonan Anda yang perbaiki atau sekarang?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Yang baca sekarang.

180. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lho, sekarang sudah enggak boleh nambah dalil. Jadi begini, perlu saya sampaikan kepada semuanya. Bahwa tadi saya katakan, Permohonan yang dipakai adalah Permohonan perbaikan karena Permohonan perbaikannya masih dalam batas diperbolehkan menurut ketentuan PMK oleh undang-undang.


Nah sekarang, perubahannya itu yang dipakai perubahan ini. Sekarang masih bisa mengubah dalam hal titik koma, tidak boleh mengubah tambahan dalil atau substansi. Nah, itu mau nambah substansi? Di sini hanya dikatakan, “Ada lebih dari 1 atau belasan melakukan atau memberikan suara padahal dia tidak terdaftar dalam DPT,” itu disebutkan di sini halaman 10. 
1. Kecamatan Poco Ranaka Timur. 2. Poncoraka … Poco Ranaka, kemudian Kecamatan Kota Komba, dan Kecamatan Borong. Kalau mau ditambah lagi itu sudah enggak boleh, Anda dalilnya hanya ini di sini, gitu lho. Bisa dimengerti?  
181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Bisa, Yang Mulia. 

182. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, itu dalil mengenai belasan yang tidak terdaftar, tapi memilih. Sekarang dalil berikutnya apa? 

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Jika demikian, Yang Mulia, permohonan kami, kami tidak akan mengubah substansinya, tapi ada bukti-bukti yang berkembang dan kami akan serahkan untuk membuktikan permohonan kami. 

184. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nambah dalil itu enggak boleh, kok sekarang malah nambah buktinya. Itu apa? Jadi, yang harus didukung bukti itu yang sudah ada di dalil ini. Gimana? 

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, Yang Mulia, kami tahu itu, tapi kami tidak mengubah substansi dalam permohonan kami. 

186. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, ya sudah, diserahkan saja, nanti akan kita nilai atau tidak buktinya nanti terserah kepada Majelis. 

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Nanti kami serahkan, Majelis yang menilai apakah kami mengubah substansi di dalam permohonan kami. Tapi demi keadilan, Majelis juga harus memberi kesempatan untuk kami menyerahkan bukti-bukti tambahan yang timbul di dalam masyarakat. 

188. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, ya, kita terima, ya betul. 

189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Agar dalam persidangan ini bisa kita ketahui secara masifnya apa yang terjadi. 

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, ya, jangan ngajari kita, kan. Bukti tambahannya belum diserahkan kan, sekarang? 

191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


 Belum.

192. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kapan akan menyerahkan? 

193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Sesuai dengan anjuran Yang Mulia kami akan menempati itu. 

194. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, nanti kita tunggu, nanti kita yang akan menilai, ya? 

195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Baik, Yang Mulia. 

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terus dalil berikutnya apa? Ini alot ini bisa selesainya magrib nanti. 

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Kami tidak akan membacakan lagi dan dianggap sudah terbacakan apa yang kami sudah serahkan. 

198. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, sudah kalau begitu. Enggak usah. 

199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Ya, karena kami ketika kami membaca summary-nya akan berbeda dengan permohonan kami. 

200. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lah, kok bisa begitu? Ha? Lah, gimana? Mau mengubah substansi saja enggak boleh, kok sekarang malah bukan menjelaskan permohonan kok, malah baca summary yang beda, itu gimana? 

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Dari seluruh permohonan kami untuk mempermudah, kami sudah meringkas dan kami mau menyerahkan.

202. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, berarti summary-nya itu berupa summary dari permohonan yang ada kan? 

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Tidak, tidak berubah. Tetap substansinya yang sama, Pak. 

204. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, kok tadi bilang ini? Silakan dibacakan. 

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Oleh karenanya, untuk itu kami tidak perlu membacakan lagi secara ini, kami anggap permohonan kami sudah dianggap sudah terbacakan. 

206. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, ya, sekarang dibacakan, apa coba!

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Seluruh dalil yang kami sampaikan tadi sudah dibacakan oleh Yang Mulia. 

208. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, silakan. Sekarang mau dibacakan apa coba? 

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Saya bacakan kedudukan hukum (legal standing), Yang Mulia.  

210. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lho, kok malah sampai situ lagi, balik situ lagi untuk apa, sih? 

211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya, kita lewati. 

212. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Aduh, gimana sih, ini? 

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Saya baca pokok-pokok permohonan. 

214. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lho, ya, tadi sudah masuk di pokok permohonan di dalil pertama. Saudara mempermasalahkan, yang dipermasalahkan adalah TSM. TSM-nya berupa apa, berupa coblos orang yang tidak masuk di DPT mencoblos. Mencoblosnya di kecamatan yang saya sebutkan tadi, kan sudah. Mana lagi sekarang? Dalilnya apa lagi? Itu lho di halaman 11 itu. Daftar hadir pemilih di tempat pemungutan suara tidak diberikan kepada pemilih untuk diisi atau ditandatangani. Ini kan Anda yang buat, toh? Ya, toh? Lho, gimana ini? Ya, enggak? 


Terus kemudian, dalilnya lagi halaman 13, penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas, terjadi di kecamatan ini, ini, ini, ini. Terus kemudian, apa lagi ini? Ada yang berhubungan dengan penerbitan suket boleh nyoblos di kecamatan ini, ini, ini. Terus sudah selesai halaman 18 masuk petitum. Begitu. Ya, toh? Lah, ya? Sudah toh berarti? Ya? Betul, enggak?  

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Betul, Yang Mulia. 

216. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Kalau begitu, sudah itu tadi, ya? Dalil-dalil Anda itu ada 3, 4, itu tadi terus sekarang kalau begitu dibacakan petitumnya. Halaman 18 itu petitum. Kok, lama sekali cari halaman 18 saja? Atau saya bacakan, Anda mengiyakan saja? Lho, gimana ini? Lah, ini lho, di halaman (...) 

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Baik, saya baca, Yang Mulia.  

218. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, silakan. Bagaimana petitumnya?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. 

2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/H.K.03.1 dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018.

3. Demi hukum yang berkeadilan dan demokrasi Pancasila, kami menyatakan dilakukan pemilihan ulang, mohon Mahkamah Konstitusi wajib mempertimbangkan fakta hukum, aspek-aspek terkait dengan memutuskan dengan amar putusan berupa perintah melakukan pemilihan suara ulang di Kabupaten Manggarai Timur khususnya. 

220. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lah, itu yang dibacakan sama yang ini ... kok yang dibacakan kok, beda toh? Itu yang mana itu? 

221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Mohon izin, Yang Mulia. Jadi begini, saya ada ... nah, ini baru kami dapatkan yang perbaikan berkasnya, kami baca yang lama, yang permohonan pertama, mohon maaf. 

222. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, kita begitu … aduh, kok bolak-balik begini.

223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Baik, saya baca kembali, Yang Mulia.

224. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini sudah … nanti pilpres belum selesai ini kasus Manggarai ini. Ya, sudah ketemu yang perbaikan? Yang saya pegang ini perbaikan Anda, kita sudah tadi di awal sudah bilang yang dipakai dalam permohonan ini adalah yang perbaikan karena yang perbaikan dilakukan masih memenuhi tenggang waktunya. Itu tadi dalil-dalilnya sudah sekarang petitumnya. Ketemu? Petitumnya halaman 18.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Baik, saya baca. 

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, silakan. 

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31/HK. Dan seterusnya tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018.

3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara atau TPS di:
a. Kecamatan Poco Ranaka Timur.

1. Desa Tango Molas, TPS 02.

2. Desa Ngkiong Dora, TPS 03.

3. Desa Urung Dora, TPS 01.

b. Kecamatan Poco Ranaka.

1. Desa Bea Waek, TPS 01. 

2. Desa Bangka Leleng, TPS 02.

3. Desa Poco Lia, TPS 02.

c. Kecamatan Kota Komba.

1. Desa Komba, TPS 03.

d. Kecamatan Borong.

1. Desa Poco Rii, TPS 05.

e. Kecamatan Ranamese.

1. Desa Goloros, TPS 02.

2. Desa Rentung seluruh TPS.

f. Kecamatan Lamba Leda.

1. Desa Satar Punda Barat, TPS 02.

g. Kecamatan Elar.

1. Desa Teno, TPS 01.

2. Desa Sisir, TPS 01.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan penghitungan ulang suara di tempat pemungutan suara TPS di: 

1. Kecamatan Lamba Leda.

a. Desa Golo Lembur, TPS 01 Wainenda.

b. Desa Satar Punda, TPS 01.

2. Kecamatan Kota Komba.

a. Desa Mokel Morit, TPS 02.

b. Desa Golo Nderu, TPS 01.

c. Desa Rana Kolong, TPS 01.

d. Desa Golo Tolang, TPS 02.

3. Kecamatan Borong.

a. Desa Bangkak Kantar, TPS 01, TPS 03, dan seterusnya. 

4. Kecamatan Sambi Rampas.

a. Desa Nanga Barat, TPS 03.

b. Kelurahan Golo Wangkung, TPS 01, TPS 02, TPS 03.

5. Kecamatan Ranamese.

a. Desa Golo Meleng, TPS 01. 

b. Desa Ngencung, TPS 01.

6. Kecamatan Poco Ranaka Timur. 

a. Desa Ngkiong Dora, Urung Dora, TPSL 01.

7. Kecamatan Poco Ranaka.

a. Desa Mando Sawu, TPS 04.

b. Desa Mando Sawu, TPS 07.

c. Desa Watu Lanur, TPS 02.

8. Kecamatan Elar Selatan. 

a. Desa Teno Mese, TPS 03.

b. Desa Paan Waru, TPS 01, TPS 02.
9. Kecamatan Elar. 
a.  Desa Biting, TPS 01.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur untuk melaksanakan putusan ini. 

Terima kasih, Yang Mulia. 

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Itu petitumnya. Jadi, petitumnya Anda minta dibatalkan, kemudian Anda minta PSU untuk yang disebutkan tadi dan yang kedua ... ketiga, minta penghitungan suara ulang, itu ya?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: YUN ERMANTO


Ya. 

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, Terima kasih. Ada, Yang Mulia? Cukup? Ada, Yang Mulia? Cukup? Baik. Jadi, permohonan ini yang dipakai KPU dan Pihak Terkait supaya merespons apa yang sudah disampaikan dalam permohonan Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018. 


Baik. Sekarang Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN
Terima kasih, Yang Mulia. kami langsung bacakan (...)

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Silakan!

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, Pemohon  (...)

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Yang efisien, Pak Refly. 

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya. Pemerintah Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah, Lapago yang diwakili oleh Ketua, Paus Kogoya, Sekretaris, Alfius Tabuni. 


Legal standing  penting dibacakan, Yang Mulia. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) TKPU Nomor 8 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 11 Desember 2017, Pemohon mendaftarkan diri sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018. Namun demikian, hingga batas yang ditentukan tanggal 11 Juni 2018, Termohon tidak juga memberikan persetujuan pengakreditasian terhadap pengajuan Pemohon. Ini salah satu komplain kami, Yang Mulia. 

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Sudah berapa lama enggak disetujui itu?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, tadi. Dari 11 Desember 2017.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oke. 

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Sampai kemudian hari H juga tidak ada suratnya. 

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, tidak ada respons sama sekali (...)

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya.

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Atas permohonan itu, ya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN
Ya. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas penghalangan dari Termohon tersebut, kami menganggap berlaku ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur ... nomor 30, Yang Mulia, sori. Yang mengatur permohonan yang tidak ditindaklanjuti paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau (suara tidak terdengar jelas) dianggap dikabulkan secara hukum. 

Bahwa perolehan suara pasangan calon Willem Wandik dan Pelinus Balinal yang merupakan calon tunggal sebesar 143.527 suara, sementara perolehan suara yang didapatkan kolom kosong sebesar 14.813 suara, terdapat selisih 128.714 suara. Memang banyak, Yang Mulia, tetapi hal tersebut dicapai dengan kecurangan-kecurangan. Karena itu, permohonan ini lebih banyak mempermasalahkan hal-hal yang sifatnya substantif, Yang Mulia. 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tentang pemiluka ... pemilu ... tentang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Nomor 54 tentang Pemilihan Kabupaten Intan jaya mengkonfirmasi tidak berlaku mutlaknya ketentuan Pasal 158, Yang Mulia, walaupun kami mengetahui bahwa itu dengan cara-cara yang ketat. 

Mengenai tenggang waktu permohonan ini ... rekapitulasi diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 dan permohonan ini masuk tanggal 9 Juli 2018, masuk 3 hari kerja, Yang Mulia.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. 

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Kemudian, pokok permohonan. Pokok permohonan kami ada 9 dalil.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Dalil yang ke-9 adalah kesimpulan umum. 

1. Termohon tidak profesional dan tidak proporsional dengan meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.

2. Penetapan Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pelinus Balinal melanggar ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 32 Tahun 2017, ini pengganti yang ijazah palsu, Yang Mulia. 

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oke.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN
3. Termohon memanipulasi pelaksanaan putusan panitia pengawas pemilihan Kabupaten Puncak.

4. Pelibatan aparatur sipil negara, pejabat badan usaha milik daerah, dan kepala desa distrik dalam tim kampanye pasangan calon tunggal.

5. Terdapat surat suara yang memuat gambar Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Alus UK Murib dan Pelinus Balinal, Willem Wandik, Pelinus Balinal dan Willem Wandik dan Alus UK Murib. Jadi, ada 2 verisi, Yang Mulia, surat suaranya karena satu itu disiskualifikasi.

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN
6. Pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan berupa kesalahan surat suara, pemusatan TPS di satu tempat dan pengalihan suara kolom kosong ke pasangan calon tunggal. 

7. Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. 

8. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di malam hari. Pelanggaran dan kecurangan tersebut bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sebagai sebuah kesimpulan. 

Dalil pertama, meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Alus UK Murib berdasarkan Putusan PN Nabire Nomor 41 dan seterusnya tanggal 27 April 2018 dan dikuatkan pada tingkat banding oleh Putusan PT Jayapura Nomor 30 dan seterusnya, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemilihan dengan menggunakan surat palsu, ijazah strata 1 dalam memenuhi persyaratan pencalonan. Bukti P-5 dan P-6. 

Bahwa terkonfirmasinya penggunaan ijazah palsu oleh Alus UK Murib dalam pencalonannya oleh Badan Peradilan, Pengadilan Negeri Nabire dan Pengadilan Tinggi Jayapura, mengindikasikan tidak independen dan tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, persyaratan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak karena hal ini sebenarnya sudah diketahui lama, Yang Mulia. 

Bahwa selain itu pasangan calon Willem Wandik alias U.K. Murid juga tidak menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara hingga batas akhir masa perbaikan tanggal 20 Januari 2018, tetapi tetap diloloskan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak.


Bahwa bukannya mendiskualifikasi Pasangan Calon Willem Wandik-Alus UK Murib dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak 2018, Termohon malah menetapkan Pelinus Balinal sebagai pengganti Alus UK Murib dalam kapasitasnya sebagai calon wakil bupati karena dalam kasus Medan, Sumatera Utara, didiskualifikasi, Yang Mulia. Salah satu calonnya ijazah palsu.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Penetapan (...)

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini ... ini penggantiannya pas gimana itu?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya. Penggantiannya itu tidak sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, Yang Mulia, ya.

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tenggang waktunya?

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, tenggang waktunya. Penetapan calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak Pelinus Balinal melanggar ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017.


Bahwa Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017 mengharuskan partai politik, gabungan partai politik mengajukan calon pengganti paling lambat 7 hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.


Bahwa limitasi paling lambat 7 hari sejak pembacaan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 7 Mei 2018, jatuh pada tanggal 13 Mei 2018. Yang berarti, pengajuan calon pengganti harus dilakukan paling lambat tanggal 13 Mei 2018.


Bahwa secara faktual partai politik atau gabungan partai politik pengusung Willem Wandik-Alus UK Murib mengajukan Pelinus Balinal sebagai pengganti Alus UK Murib pada tanggal 16 Mei 2018. Yang berarti, ketentuan paling lambat 7 hari dilanggar, Yang Mulia. Padahal jauh sebelumnya, Panwaslih Kabupaten Puncak melalui Surat Nomor Srt dan seterusnya perihal Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 9 Mei 2018 telah memerintahkan KPU Kabupaten Puncak menindaklanjuti putusan tersebut.


Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 82 huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2017, maka berlaku ketentuan Pasal 82 huruf d PKPU Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur pasangan calon yang tidak memenuhi limitasi waktu, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dinyatakan gugur kepesertaannya dan partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon atau pasangan calon lain.


Berikutnya adalah pelibatan aparatur sipil negara, pajabat badan usaha milik daerah, dan kepala daerah distrik dalam tim kampanye pasangan calon tunggal.


Bahwa dalam pencalonannya, pasangan calon tunggal melihatkan 36 orang aparatur sipil negara. 1 orang pejabat badan usaha milik daerah dan 41 kepala desa dalam struktur, komposisi, dan personalia tim kampanyenya yang berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diharuskan netral dan bebas dari kepentingan politik.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu lampiran nama-nama aparatur yang dilibatkan (...)

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ada.

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Di halaman 26 dan seterusnya itu, ya?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, baik.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Bahwa pelibatan aparatur sipil negara, pejabat BUMD, dan kepala desa distrik tersebut merupakan upaya sistematis, terstruktur, dan masif dari pasangan calon untuk memenangi pemilihan tersebut.


Kemudian, beredarnya 2 versi surat suara, Yang Mulia. Willem Wandik- Pelinus Balinal dan Pasangan Willem Wandik-Alus UK Murib.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, jadi mestinya sudah diganti (...)

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, tapi masih (...)

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tapi masih beredar 2 (...)

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Masih beredar.

268. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Versi, ya?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya. Jadi, ada (...)

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Yang 1 gambarnya (...)

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Yang lama.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Masih Willem Wandik?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya. Yang satunya (...)

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Satunya Wakil Bupatinya Alus (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, yang satunya Pelinus.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Sudah Pelinus?

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 terdapat surat suara yang memuat gambar Calon Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang berbeda. Pertama, Willem Wandik-Alus UK Murib, kedua Willem Wandik-Pelinus Balinal.

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, dianggap dibacakan yang lain.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Oke, ya.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terus?
281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Berikutnya adalah money politics dalam penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak yang dilakukan oleh pasangan calon tunggal.

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Bahwa telah terjadi praktik pembagian uang (money politics) yang disertai dengan pengarahan kepada kepala kampung untuk mengamankan suara dan memenangkan Pasangan Calon Willem Wandik-Pelinus Balinal di Distrik Gome.


Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Kampung Minggibuna, Distrik Gome, tertanggal 28 Juni 2018, pada tanggal 26 Juni 2018, pukul 20.00 WIT bersama dengan 10 kepala kampung di Distrik Gome diajak oleh Ketua Tim Sukses Thomas Tabuni dan Sekretaris Bappeda Donius Tabuni untuk mendatangi Calon Bupati Willem Wandik (...)

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini dilaporkan/enggak ini oleh pemantau? Enggak dilaporkan, ya? Proses (...)

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Dilaporkan, Yang Mulia.

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dilaporkan?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya.

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Dilaporkan ke panwaslu, ada laporannya?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Bawaslu Provinsi, Yang Mulia.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Bawaslu Provinsi? Ya, itu P yang ... bukti P-18 itu, apa itu? Itu ditulis bukti P-18 (...)

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Berupa laporan? Suratnya?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Laporan, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik.

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Oh, keterangan tertulis, Yang Mulia. Yang lainnya dua-dua semua, kami 1 sendiri ini.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, ya enggak apa-apalah dari belakang, masih bisa.

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya. Saya lanjutkan, Yang Mulia, ya?

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Terlihat di sini kok, terlihat di gambar ini, di anu ... di tv saya kelihatan kok.

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, nanti. Kemudian, di sana para kepala kampung dipaksa untuk mengamankan suara untuk Pasangan Calon Willem Wandik-Palinus Balinal di Distrik Gome. Atas hal tersebut, para kepala kampung diberikan imbalan sebesar Rp10.000.000,00 (...)

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Rp10.000.000,00 itu, ya?

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Per kepala kampung.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Berikutnya adalah, Yang Mulia, kesalahan surat suara, pemusatan TPS di 1 tempat, dan pengalihan suara kolom kosong ke pasangan calon tunggal.

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, baik. Enggak usah anu ... keterangannya dianggap dibacakan, ya.
305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Oke. Kemudian, berikutnya adalah pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di malam hari.

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jadi, enggak dianu ya (...)

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Bukan di tanggal 27.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tidak sesuai waktunya, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, tidak sesuai dengan waktunya.

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Oke. Kemudian, pengambilan dan pengesahan keputusan KPU Kabupaten Puncak tidak bersifat kolektif kolegial, Yang Mulia.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kenapa begitu?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Dibacakan, Yang Mulia? 

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. Silakan.  

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Bahwa keanggotaan KPU bersifat kolektif kolegial, dalam arti pengambilan keputusan dan pengesahan keputusan dilakukan secara bersama-sama. Ketua dan seluruh anggota KPU harus diikutsertakan tanpa terkecuali. Namun demikian, pada KPU Kabupaten Puncak dari 5 orang komisioner Termohon hanya 3 orang saja yang selalu diikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan pengesahan keputusan, sedangkan 2 orang lainnya tidak diikutsertakan. Adapun ketiga orang tersebut adalah Erianus Kiwak, Aten Mom, dan Manase Wandik, ada Wandiknya juga. Sementara itu 2 orang lainnya yang tidak dilibatkan adalah Ishak Telenggen dan Penius Dewelek, ini tidak diundang, Yang Mulia, bukan karena tidak mau datang.  

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. 


317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Bahwa dengan … berikutnya, Yang Mulia, pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan pasangan calon tunggal bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. 

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini kesimpulannya. 

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ini kesimpulan, tapi ada laporan-laporan yang kami berikan. Bahwa berbagai pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang melibatkan penyelenggara pemilihan, tim kampanye, ASN, dan kepala desa telah dilaporkan kepada:

1. DKPP dengan pengaduan Nomor 146 dan seterusnya, masih dalam proses, Yang Mulia, belum putusan. Panwas Kabupaten Puncak yang teregistrasi dengan Nomor 04 dan seterusnya, ketua panwaslu Kabupaten Puncak melalui surat Badan Pengurus Pusat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, Provinsi Papua Nomor 22 dan seterusnya. Bawaslu dengan Nomor Registrasi 02 dan seterusnya perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Materi Lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018. 

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Sekarang petitumnya saja, langsung.  

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Petitum permohonan ini. 

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Nomor 174 KPTS dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 tanggal 5 Juli 2018. 

3. Mendiskualifikasi pasangan calon-pasangan calon Willem Wandik dan Pelinus Balinal sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Tahun 2018 yang dimulai dari tahapan pendaftaran calon. 

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Terima kasih, Pak Refly. Ini KPU dan Pihak Terkait, serius ini harus ditanggapi ini, ya? Hal-hal yang ditujukan pada Termohon dan ada juga yang banyak juga yang ditujukan kepada Pihak Terkait. Supaya direspons dengan baik. Silakan, Yang Mulia. 

323. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Refly, itu Pemohon, LSM Anda itu berbadan hukum, enggak? Belum, ya? Itu bagian yang harus direspons KPU tadi, apa KPU? 

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Sudah diakui dia. 

325. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Diakui di mana?

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Belum, Yang Mulia, cuma sudah terdaftar dalam database Polhukam, Kementerian Polhukam. 

327. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Relevansinya apa itu? 

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Kan bagian dari kekhususan dari Provinsi Papua, mereka memiliki lembaga-lembaga adat yang diakui oleh pemerintah.

329. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Enggak, Kemendagri soal yang seperti itu, enggak ya? Tapi itu berbeda, ya? Oke. Karena PKPU kan, PKPU-nya KPU apa masih pakai yang 2012, ya, Pak? Kalau untuk pemantau? Di situ kan, suratnya kan, harus berbadan hukum itu tuh apakah (…)

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Pak Hasyim, coba? 

331. KETUA KPU RI: HASYIM ASY’ARI


Masih berlaku. 

332. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Masih berlaku. Tarikan dari mana? Turunan pasalnya? 

333. KETUA KPU RI: HASYIM ASY’ARI


Dari undang-undang, saya lupa pasalnya, tapi Undang-Undang Pilkada tentang Bagian dan Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat salah satunya adalah pembentukan (…) 

334. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Syarat badan hukumnya itu, Pak. Itu kan yang urgen karena yang … ya, nanti direspons itu, ya? Dari KPU karena ini kan, krusial ini. 

335. KETUA: ARIEF HIDAYAT


 Coba, itu bisa direspons melihat putusan MK yang calon tunggal, calon tunggal itu calon tidak ada lawan, ya? Kan, bisa ada lembaga pemantau. Nah, dalam putusan itu disebutkan syarat-syarat lembaga pemantau itu apa, nanti coba dianu, ya? 

336. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Terus ini permohonannya ada, ya? Dari kuasa permohonan menjadi pemantau, dokumennya ada semua? Dilampirkan nanti, Pak, ya? Kemudian, tidak pernah ada respons sama sekali dari KPU bahwa ini harus melengkapi persyaratan ini, sehingga Anda menyimpulkan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 PT positif atau PT negatif itu? 

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


 PT positif, Yang Mulia. 

338. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, artinya memang sudah terdokumentasi bahwa permohonan itu memang betul-betul enggak ada respons dari Desember?   

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Itu kami sudah lampirkan dalam bukti P-4, Yang Mulia.

340. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Gimana? 

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Sudah kami lampirkan dalam bukti P-4. 

342. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, itu nanti supaya KPU juga termasuk (…)

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ya, ini kan, masalahnya kan, memang ada desain untuk membuat calon tunggal itu, Yang Mulia. Jadi, ada pasangan calon yang didiskualifikasi. Jadi, ada desain-desain seperti itu. 

344. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Oh, jadi masif gitu, maksudnya?
345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Ketidaknetralan KPU Kabupaten Puncak, makanya kemudian yang seperti-seperti ini tidak (...) 

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Interupsi, Majelis. 

347. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Saudara Termohon, nanti jawabannya, nanti. 

348. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, nanti diberi kesempatan, tapi itu didalilkan ya, Pak? Yang terakhir, statement Anda terakhir tadi lho bahwa itu memang ada desain-desain itu. 

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Jadi, rangkaian fakta-fakta yang kami beberkan sudah terlihat, Yang Mulia.

350. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, artinya Bapak dalilkan gitu lho, bukan kemudian tambahan-tambahan yang sifatnya mungkin (...) 

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Didalilkan dalam legal standing, Yang Mulia.

352. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya.

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: REFLY HARUN

Kan, ini ringkasannya saja yang saya baca. 

354. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, Pak, nanti ditanggapi. Jadi, KPU tidak usah ... karena memang kalau kita rujuk di PKPU itu memang ada suatu badan hukum itu, cuma kemudian dihadapkan juga dengan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi dengan putusan MK yang berkaitan dengan calon tunggal itu. supaya klir, ya? Ini sebelum masuk ke substansi nanti pada saat pemeriksaan perkaranya itu sendiri. Mungkin itu saja. 

355. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Prof. Maria, ada? Silakan, Prof. 

356. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI


Saya hanya melanjutkan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Ini Lembaga Masyarakat Adat Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago ini memang melingkupi Kabupaten Puncak ini? Karena kok, sampai tidak diterima? 

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Meliputi, Yang Mulia.

358. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI


Meliputi. Nah, kemudian yang kedua apakah ada alasan bahwa selalu dimunculkan dua nama itu, calon Willem Wandik dan Alus UK Murib dengan yang kedua Willem Wandik dengan Pelinus Balinal, ada penjelasan mengenai itu kenapa selalu muncul?

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Penjelasannya sebenarnya pada saat dalam tahapan Alus UK Murib didiskualifikasi karena melakukan tindak pidana dan berkekuatan hukum tetap proses penggantiannya itu digantikan oleh Pelinus Balinal. 

360. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI


Ada alat buktinya?

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Kami sudah lampirkan surat suaranya dalam dua versi tersebut, Yang Mulia.

362. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 


Ya, terima kasih.

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, baik, itu untuk Kuasa KPU Pak Pieter dan anu ... Pihak Terkaitnya anu ya, bisa mengerti, ya?  Ya, supaya permohonan yang dalilnya dialamatkan ke KPU silakan direspons dan yang Pihak Terkait juga bisa direspons dengan baik, ya, supaya kita punya jawaban mana yang benar nanti kita cross-check, ya? Ini serius, ini, Pak Refly di dalam dalil-dalilnya, ya, supaya direspons, tapi nanti di jawaban yang ini dengan bukti-buktinya juga, ya? Baik, terima kasih untuk Pak Refly Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018.


Sekarang kita ke Sampang, kita jalan-jalan ini naik buraq jadi cepat sekarang, dari Puncak sekarang sudah sampai Sampang. Silakan.

364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: TAUFIK BASARI


Mohon izin, Yang Mulia. Dari Pihak Terkait.

365. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: TAUFIK BASARI


Sebelum dibacakan permohonan dari Pemohon, kami ingin mendapatkan klarifikasi dulu terkait dengan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon ini mengajukan atau mendaftarkan permohonan ini pada tanggal 9 Juli 2018, kemudian kami lihat di website itu ada 3 kali perbaikan yang di-upload di website tersebut … maaf, 2 kali perbaikan yang di-upload di website tersebut. Kemudian, kami menerima perbaikan yang distempel registrasi itu ada tulisannya perbaikan permohonan tanggal 18 Juli 2018, kemudian ada juga akta permohonan lengkap yang tertanggal 16 Juli 2018. Sehingga dengan demikian, Yang Mulia, apabila kita menghitung pendaftaran di tanggal 9 bukankah semestinya perbaikan dilakukan sebelum tanggal 12?

Kemudian selain itu, juga ketika permohonan sudah dinyatakan (...) 

367. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu nanti, sebetulnya nanti itu.

368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: TAUFIK BASARI


Ya, kami ingin tahu yang mana akan ditanggapi, Yang Mulia.

369. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, nanti akan saya tegaskan kita bahas.

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: TAUFIK BASARI


Oke, baik.

371. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, baik. 

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: TAUFIK BASARI


Terima kasih, Yang Mulia.

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, Pemohon. Jadi, ada beberapa ... ini yang dipakai yang mana? Karena ada perbaikan-perbaikan, perbaikan terakhir itu yang anu, ya, Surabaya 9 Juli, kemudian itu hari Senin 18 Juli ... sebentar, ya, ini soalnya perbaikan-perbaikannya supaya nampak serius ini, lho, argonya jadi jalan terus ini, ini kepandaiannya Pak Sholeh ini. Ya, ini banyak sekali kita lihat. Kalau menurut Pak Sholeh, yang terakhir, yang masih yang mana itu? 

374. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Yang terakhir, Yang Mulia, yang masuk pada tanggal 18.

375. KETUA: ARIEF HIDAYAT


18? Perbaikan permohonan pada tanggal 18? 

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia.

377. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu yang dipakai? Jadi, permohonan yang pertama yang mana?

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Pertama, kita masukkan pada tanggal 9 melalui e-mail waktu itu kita elektronik karena hari itu juga habis tanggal 9, terus hari Selasanya kita ada perbaikan, terus terakhir pada tanggal 18. Dan menurut dari pihak bagian permohonan memang masih dimungkinkan, diperbolehkan, gitu loh, sehingga kita mengajukan perbaikan lagi. Hari ini kalau boleh pun kita ... tapi karena tidak boleh ya, kami tidak mengajukan perbaikan, Yang Mulia. 

379. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jadi, menurut ketentuan, perbaikan kelengkapan itu bisa diterima paling lambat kalau kabupaten/kota ... 18 Juli?

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ya. 

381. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, kan?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia.

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT


18 Juli. Ini permohonan yang terakhir perbaikan 18 Juli, ya?

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia.

385. KETUA: ARIEF HIDAYAT


18 Juli itu pukul berapa? 09.00 WIB? 

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ya. Pagi, Yang Mulia.

387. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Pagi? Ya, Baik. Jadi, perbaikannya yang terakhir Pihak Terkait yang kita pakai masih memenuhi ketentuan. Jadi, silakan Pak Sholeh, Silakan!  

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Sampang Nomor 055 dan seterusnya tertanggal 5 Juli 2018, atas nama Pemohon Drs. Hermanto Subaidi, M.S., Calon Bupati Sampang. Yang kedua, Bapak  Suparto, Calon Wakil Bupati Sampang. 


Legal standing, Yang Mulia. 

389. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini pasangan calon nomor berapa tadi ini?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Nomor Urut 2, Yang Mulia. 

391. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nomor Urut 2. Suaranya peroleh berapa itu? 

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Suara kami pemenangnya 257.121 (...)

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Pemohon berapa?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Pemohon 252.676, Yang Mulia. 

395. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. 

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Selisih tidak sampai 1%, Yang Mulia. 

397. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. 

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Sehingga masih di bawah ambang batas.

399. KETUA: ARIEF HIDAYAT


158?

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih.

401. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Menurut Anda, ya?

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih. 

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Kemudian, tenggang waktunya?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tenggang waktu kami ajukan pada tanggal 9. Kenapa tanggal 9? Karena Pemohon rekapnya pada tanggal 5 Juli, kami tidak diberikan surat keputusan.

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tapi ini ditetapkan tanggal 5, ya? 

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tanggal 5. 

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tanggal 5, tanggal 6, kemudian tanggal 7, bukan hari kerja (...)

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih.

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tanggal 8 bukan hari kerja, tanggal 9 diajukan? 

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia. 

411. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. 

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Dan tanggal 9 itu kita baru diberi surat keputusannya.

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. tanggal 9 jam berapa ini? 

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Sekitar 19.45 WIB, Yang Mulia. 

415. KETUA: ARIEF HIDAYAT


19.45 WIB.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tutupnya jam 00.00 WIB.
417. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. jam 00.00 WIB itu, ya? Pukul 24.00 WIB.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih.

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kalau 00.00 WIB sudah masuk tanggal 10 itu, salah.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih, Yang Mulia. 

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Harus tanggal ... jamnya, jam 2 ... sebelum pukul 24.00 WIB berarti. 

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih.

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ini 19.45 WIB?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Betul,Yang Mulia.

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Terus, pokok permohonannya apa? Dalil Saudara?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Jadi, kami mendalilkan ada 4 poin, Yang Mulia. 

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Pertama, kehadiran pemilih 100%. Bahwa pemilih 100% itu bukan sesuatu yang salah, malah jauh lebih bagus. Tapi praktiknya, hampir semua TPS di Indonesia 1.001 kalau ada TPS itu kehadiran 100%. Khusus di Sampang, Yang Mulia, kebetulan karena 5 tahun yang lalu kami pun mempersoalkan hasil pileg di Sampang di mana saat itu kecurangan masih seputar money politics. Tapi sekarang sudah ada kepintaran, ada kecerdasan, sudah beralih tidak lagi money politics, tapi menggunakan penyelenggara pilkada, Yang Mulia (...)

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ah, jangan prejudice gitu.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Yang kedua, di dalam ... di dalam permohonan kami seperti itu, Yang Mulia. 

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jadi yang pertama, dalil Anda partisipasinya 100%?

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


100%. 

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Hampir di semua TPS?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Hampir ... yang kita dalilkan, Yang Mulia. 

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oke.

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Yang ada di dalam permohonan kami. Bukan satu kabupatennya, Yang Mulia. 

437. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Nah, tetapi khusus di Ketapang Daya dan Ketapang Barat ini, berdasarkan keterangan saksi yang nanti akan kami hadirkan, tidak ada pilkada. Yang terjadi hanya permainan angka-angka di sana.

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Di mana itu? Ketapang mana?

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ketapang Daya dengan Ketapang Barat, Yang Mulia.

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ketapang Daya, ini kecamatan, ya?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Kecamatannya Ketapang, sesuai dengan ada yang tabel. 

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ketapang (...)

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Dalam tabel.

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tapi Ketapang Daya dan Ketapang (...)

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Barat.

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Barat. 

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Bagaimana pemenang 609 (...)

449. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kenapa kok, Saudara bisa berpendapat di situ tidak ada pencoblosan? 

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ini berdasarkan saksi masyarakat, Yang Mulia. 

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Di mana tidak ada masyarakat yang diberikan form C-6, tidak ada. Tetapi hasil TPS-nya 100% semua ada. 

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tidak ada pencoblosan? 

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tidak ada.

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tapi didirikan TPS?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ini terpusat di balai desa semua, Yang Mulia.

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik.

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Dan berdasarkan keterangan saksi dari Calon Nomor 2, saksi kita tidak bisa masuk.

459. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nanti direspons itu KPU, apa betul itu tidak ada pencoblosan?
460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Itu yang pertama, Yang Mulia.

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nanti juga Pihak Terkait bisa merespons, “Lho, ini pemilihnya saya, ada yang nyoblos kok,” gitu, kan?

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia.

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nanti diadu. Apa lagi, Pak Sholeh?

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


DPT ganda dalam 1 TPS. Ini ada dalil-dalilnya, Yang Mulia. Dimana (...)

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT


DPT ganda?

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Sejak sebelum pilkada, waktu masih DPS, belum DPT, sudah diingatkan oleh tim kami, tetapi nyatanya nama-nama yang ditempelkan di TPS itu masih ada DPT-DPT ganda. Dan anehnya (...)

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tapi Anda juga pada waktu melakukan validasi DPT kan, ikut rapat-rapat, ya?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Jadi, sudah kami sampaikan oleh tim dan akan direspons oleh Pihak Termohon. Faktanya masih muncul. Tetapi munculnya yang lebih tragis menurut kami, Yang Mulia, kehadirannya 100%. Berarti ganda itu siapa yang mencoblos? Gitu, Yang Mulia.

469. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, gitu, ya?
470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Nah (...)

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ada bukti, ya, itu, ya?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ada buktinya, Yang Mulia.

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Buktinya (...)

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Yang keempat adalah (...)

475. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Bukti ditunjukkan di P berapa, enggak disebut di sini?

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ada di sini, Yang Mulia. P-41, P-43, P-46, semuanya ada, Yang Mulia.

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ada, ya? Baik.

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Yang keempat adalah penyelenggara tidak netral, Yang Mulia, baik itu KPU-nya maupun panwasnya. Nanti akan kami jelaskan, Yang Mulia.

479. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu di halaman berapa itu penyelenggara tidak netral itu? Apa ada ... enggak ada di sini?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ada, Yang Mulia, halaman 9. 8.1, 8.2, Yang Mulia.

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, ini KPU dan panwas kabupaten berpihak ... oh (...)

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ya, betul, Yang Mulia.

483. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik.

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Kenapa kami ka ... saya mulai yang paling belakang saja dulu, Yang Mulia? Supaya ingatannya masih kuat. 
 

485. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Kenapa kami katakan, “KPU tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Nomor Urut 1”? Rekapnya tanggal 5 Juli, Yang Mulia, tetapi kami baru diberikan tanggal 9, batas terakhir. Itu pun kami minta, akhirnya diberikan pada pagi hari, pukul 07.15 WIB, tanggal 9 Juli (...)

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, ini dengan ... dengan taktik supaya Anda enggak bisa mengajukan di sini?

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tidak bisa mengajukan di MK.

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Jadi, dalih mereka cukup menggunakan hasil rekapitulasi. Kami katakan, “Tidak, aturannya harus surat keputusannya yang menjadi objek sengketa,” Yang Mulia. Itu khusus KPU kabupaten.

Untuk panwas, Yang Mulia. Berdasarkan laporan-laporan kami terkait kecurangan-kecurangan, kami melaporkan kepada panwas. Dan panwas pada tanggal 7 Juli sudah membuat “surat cinta”, Yang Mulia, yang ditujukan kepada KPU. Kenapa kami katakan “surat cinta”? Karena isinya permohonan, bukan perintah untuk diizinkan membuka C-7. C-7 adalah terkait yang menerangkan pemilih hadir.

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu nomor berapa itu?

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


8.2, Yang Mulia.

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT


8.2?
494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Nah, itu untuk Kecamatan Omben, Kecamatan Camplong, Ketapang, dan Kedungdung di beberapa TPS ini.

495. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tetapi, Yang Mulia, pada hari itu juga membuat surat lagi panwas ini. Yang menyatakan diberikan kepada pelapor bahwa laporan-laporan kami tidak cukup bukti. Jadi, mementahkan surat yang pertama. Informasi yang belum bisa kita buktikan secara nyata, ada tekanan kepada panwas, sehingga harus mengubah. Ini menurut kami ada di dalam P-2, P-52, P-53, P-54, maupun P-51, Yang Mulia.


Nah, saya naik kepada kejanggalan suara … surat suara 100% ini, Yang Mulia. Ini terjadi di TPS 1, TPS 7, TPS 11, dan TPS 12 Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang. Buktinya P-36, P-41, P-42.


TPS 8 Desa Ketapang Timur, Kecamatan Ketapang. Bukti P-43.


TPS 2 dan TPS 3 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang. P-37, P-40.


TPS 6 Desa Bunten Timur, Kecamatan Ketapang. P-38.


Nah, ini nanti kami susulkan, hari ini baru kita dapatkan. Khusus untuk TPS 12 Ketapang Laok ini, kami mempunyai 200 C-6 yang tidak dibagikan, Yang Mulia, tetapi 100% pemilih hadir di situ.

497. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Lho, tapi kalau C-6 enggak dibagi, orangnya datang enggak pakai C-6, kan bisa saja?

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Memang bisa, semuanya bisa, Yang Mulia, kalau dia membawa suket ataupun membawa e-KTP.

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Masalahnya, dalil kita ini yang terjadi di Sampang, pilkada, pileg, dan lain-lain, itu hanya permainan angka-angka, Yang Mulia. Sehingga partisipasi 100% ini, menurut kami harus betul-betul bisa dibuktikan. Betul partisipasi aktif ataukah permainan angka? Orang keluar kota, orang meninggal, ini saya ada bukti, Yang Mulia.

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. Nanti itu … KPU itu nanti jawab itu. Sama panwas itu yang tadi, ya. Didalilkan tidak netral, dan ada “surat cinta”, dan sebagainya tadi.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


DPT ganda, Yang Mulia. Ini terjadi 6.1 di TPS 2.

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Kok balik lagi itu?

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Mulai belakang, Yang Mulia. Jadi, bukan mulai depan karena tadi bicara ketidaknetralan yang … dari belakang ke depan, Yang Mulia.

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Wah, ini balik lagi.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Halaman 7, Yang Mulia.

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, sudah.

508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Itu terjadi di TPS 2 Desa Ketapang Laok, hak pilih 100%, DPT 100%, pemilihnya hadir 100%. Nah, ini buktinya P-64, P-75, P-26, dan P-74, Yang Mulia.

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, itu yang di angka 7 juga, toh?

510. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih.

511. KETUA: ARIEF HIDAYAT


100% kejanggalan terjadi di sini (…)

512. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tapi TPS yang berbeda ini, Yang Mulia.

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, betul.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


TPS 3 Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung, ini bukti ada 24 suara ganda, buktinya P-28 dan P-83, Yang Mulia. TPS 13 Desa Palenggian, Kecamatan Kedungdung ini ada 3 suara ganda, bukti P-82 dan P-30. TPS 1 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung 100% hadir ada (…)

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah dibacakan keseluruhan. 

516. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Tidak, langsung contoh-contoh saja, Yang Mulia. 2 suara ganda. TPS 6 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung ini buktinya ada 4 suara ganda, P-32 dan P-80. TPS 7 Desa Pasarenan, Kecamatan Kedungdung 2 suara ganda, bukti P-79. TPS 3 Desa Banja, Kecamatan Kedungdung (…)

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT
 
Ya, yang seterusnya dianggap dibacakan. 

518. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. 

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi ada ganda di beberapa tempat TPS. Itu sampai 6.13, kan?

520. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Inggih, betul, Yang Mulia. 

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang yang nomor 7 tentang surat suara 100% tadi juga sudah. 

522. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Saya inti-intinya saja, Yang Mulia. 

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah itu. 

524. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Enggak perlu dibacakan, Yang Mulia? 

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak perlu. 

526. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Nah, Yang Mulia, sebagai kesimpulan sebelum petitum, yang tidak dibaca dianggap dibacakan. Kami meminta kepada sesuai dengan dalil kita halaman 11 untuk membuka fakta apakah 100% kehadiran itu betul-betul kesadaran masyarakat ataukah hanya permainan angka-angka dari penyelenggara? Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya memerintahkan kepada Termohon untuk membawa form kotak suara tempat penyimpanan C7-KWK ini dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Sebab apa? Akan kebongkar di situ pemilih yang hadir namanya siapa, tanda tangannya apa, kalau tidak ada tanda tangan, maka harus ada cap jempol. Di situ akan kemudian akan kita tahu bahwa cap jempol ini punya kesamaan apakah betul dari pemilih atau dari KPPS, Yang Mulia. 

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti KPU merespons itu jawabannya. 

528. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Nah, langsung ke petitum, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Sampang Nomor 055 dan seterusnya tertanggal 5 Juli.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS antara  lain:

3.1 TPS 3 dan TPS 13 Palenggian, Kecamatan Kedungdung (…)

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sampai dengan 3 titik berapa? 

530. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

3.24. 

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi  berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, Yang Mulia.   

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi Saudara meminta PSU, ya? 

532. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia. 

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini selisihnya berapa toh, Pak Sholeh? 

534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Kalau ditotal 4.445, Yang Mulia. 

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Masuk 158, ya? 

536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Masuk, 0,66%, Yang Mulia. 

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. 

538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Dan kami meyakini ketika ini PSU dilakukan, maka suara akan berbalik, Yang Mulia. Demi keadilan dan demokrasi. 

539. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, keyakinannya melebihi yang membuat keyakinan. Ya, Yang Mulia ada? 

540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
  
Pak Sholeh itu kalau dari sekian yang Anda minta PSU itu bisa dihitung sebenarnya berapa suara yang akumulasinya? 

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH
 
Penghitungan kami, Yang Mulia untuk dari 2 desa ini, suara 7.400 (…)

542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3.1 sampai 3.24 itu yang Anda (…)

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Kalau secara keseluruhan ini sangat banyak, Yang Mulia. 

544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, saya tanya jumlah. 

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Kalau jumlahnya kita belum menghitung secara keseluruhannya, Yang Mulia. Tapi kita asumsi dari 2 desa ini saja sekitar 14.000 padahal selisihnya cuma 4.000.

546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kok Anda tahu bahwa itu bakal memilih Prinsipal Anda dari mana?

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Karena yang namanya pilkada tentu dalam 1 desa ada yang memilih a, memilih b, memilih c. Khusus daerah-daerah yang bermasalah ini, Yang Mulia, kita cuma dapat 2, mereka 600. 

548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

2 suara? 

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH
2 suara. 1, 2, ini masih untung dikasih, Yang Mulia, jadi ada kemurahan hati, kalau enggak dinolkan kita ini.  

550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Untung enggak minus, ya.

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Untung enggak minus. Mereka ini 618, aduh. 

552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Nanti itu jangan asal didalilkan nanti KPU juga … karena ini, ini kan, hanya 0, sekian versinya Pemohon, nanti Mahkamah akan menghitung kalau kebetulan atau memang secara riil masuk 158 kan, pertarungan menjadi kuat. Dalil maupun bukti-bukti itu kan, betul-betul akan diadu. Ya, Pak Sholeh, siap, ya? 

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia. Dan harapan kami memang harus ada PSU, Yang Mulia. Supaya kecurangan seperti ini enggak terulang terus di sana.
554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO
Bukan PSU, Hakim hanya mengatakan kalau lewat 158 kan, pemeriksaan mungkin lebih intensif di situ. 

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH

Siap, Yang Mulia. 

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Keyakinannya 1.000%.  Baik, Prof. Maria, ada? Silakan!

557. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI


Saya hanya melihat nanti bagaimana pembuktiannya apakah benar yang didalilkan itu terbukti, ya?
558. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, terima kasih. Jadi, ini KPU-nya harus gotong-royong sama Pihak Terkait ini.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Yang Mulia, ada renvoi, Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, malah renvoi sekarang. Sudah saya tutup. 

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Kelupaan ini, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Apa renvoinya enggak boleh mengubah substansi (...) 

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tidak substansi, Yang Mulia. Ini di halaman dua kedudukan ... legal standing, c, terkait surat keputusan KPUD itu kan, masih kosong. Jadi yang benar 026, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT


026.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


026/HK031-KPTS/3527/KPU-Kab/XI/2018.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jadi belum tertulis 026, ya?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Inggih, betul, Yang Mulia.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Itu saja?

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Itu saja, Yang Mulia.

570. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Sedikit, Bapak. Pemohon Pak Sholeh, ada enggak di antara dalil Anda itu yang salah satunya rekomendasi dari panwas?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Panwas ini sebenarnya netral pada tanggal 7 Juli ada, Yang Mulia.

572. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ada?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ada, tapi dianulir oleh panwas sendiri. 

574. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ada buktinya itu?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ada, sudah kita sampaikan.

576. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Alasan penganuliran apa?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Jadi hari itu tanggal 7 minta C-7 dibuka hari itu juga malamnya surat kepada kami laporan kami tidak cukup bukti.

578. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Oke, kemudian yang kedua yang Anda katakan ada pemilih ganda tadi, ya?

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ya. 

580. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ada beberapa itu buktinya yang ... betul ada, ya?

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ada, semua sudah kita tulis.

582. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Kalau DPT ganda itu kan, tidak selalu menjamin bahwa ada pemilih ganda, kan gitu, ya kan?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tapi karena kehadiran 100% jadi pemilih ganda, Yang Mulia.

584. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, kan tidak serta-merta kalau memang real-nya 100% mau apa?

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Ndak. Maksud saya begini, Yang Mulia. Ketika 700 hak pilih DPT-nya itu yang hadir 500 belum tentu dipakai, tapi kalau 100% hadir tentu pemilih ganda kan, datang dua-duanya, satu orang nyoblos dua kali, Yang Mulia.

586. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Nah, itu yang harus dibuktikan (...) 

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Siap, ada buktinya, Yang Mulia.

588. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Karena kalau hanya DPT mestinya argumen Anda kan, mestinya pemilih ganda, bukan DPT ganda.

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Dimulai dari yang DPT ganda pemilihnya ganda karena kehadiran 100%, Yang Mulia.

590. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada dua argumen Anda yang mendalilkan 2 DPT ganda dua tempat, tapi yang pemilih ganda banyak sekali. 

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Kalau yang di halaman 5 ada pemilih anak kecil bawa C-3 nyoblos lebih, tapi tidak DPT ganda, tapi yang khusus DPT-DPT ganda ini yang kehadirannya 100%, Yang Mulia.

592. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak ada yang sampai ... saat ini sampai ada yang ke wilayah penanganan pidana?

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Bukan menurut kami, fakta khusus di Sampang ini, Yang Mulia, pilkada, pileg itu adalah kekuatan tokoh yang berjalan sehingga tidak ada yang berani.

594. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi tidak ada, ya?

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul. 

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

DPT 100% itu juga bisa begini, Pak Sholeh. Ada 105 misalnya, DPT-nya 105, ya kan? Ada nama A, ada nama A, ada nama B, dan seterusnya. Yang ganda berarti nomor A toh, nama A itu ganda. Ternyata nama A itu yang satu dicoret berarti sekarang tinggal 104, yang datang 104 berarti kan, 100% juga? bukan 105 100%-nya, bisa terjadi begitu. Ya kan?

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Tapi kami kalau khusus yang kita dalilkan tidak begitu.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, oke. Nanti direspons, ya, KPU? Baik, terima kasih. Sekarang yang terakhir untuk sesi ini dari Maluku, silakan!

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kewenangan Mahkamah kami tidak membacanya lagi, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. 

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Tapi untuk legal standing ini kami perkenankan untuk membaca pointernya penting saja, Yang Mulia.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini anunya ... Pemohonnya siapa dulu, Pak?

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Pemohonnya adalah Herman Adrian Koedoeboen dan Abdullah Vanath.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Calon Nomor Urut 3. 

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Calon Nomor Urut 3, ya? 

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia. 

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dapat perolehan suara berapa ini? 

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Memang suaranya ini agak sedikit jauh, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi disebutkan supaya kita dengar.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Untuk Pasangan Nomor Urut 1 itu atas nama Ir. Said Assagaff dan Ir. Anderias Rentanubun itu=251.036 suara, Yang Mulia. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memperoleh suara terbanyak pertama itu=328.982 suara. Sedangkan Pemohon sendiri itu memperoleh suara berjumlah=225.636.
612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Nomor Urut 2, ya, Pak, ya?

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia. 

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Nomor Urut 2, ya?
615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Nomor Urut 2 tadi memperoleh 328 (...) 

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang anu toh ... Nomor Urut 1 perolehan suaranya, ya?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Nomor Urut 1 perolehan suaranya 251.036 suara, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nomor Urut 2 sebagai pemenang dengan yang ditetapkan 328.982. Pemohon?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


328.982. Sedangkan Pemohon 225.636 suara, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terus bagaimana Saudara?

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ini kami penting membacakan, Yang Mulia, karena legal standing-nya kami perlu bacakan.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. 

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Berkaitan dengan perolehan suara ini diperoleh dengan cara-cara yang memang tidak curang ... curang karena ada keterlibatan daripada dalam hal ini Wakapolda Maluku. 

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ha?

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Wakapolda Maluku, Yang Mulia. Bukti videonya kami sudah masukan.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ikut mengamankan? 

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia? Ikut terlibat dalam kampanye (...)

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, ikut? 

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya. Di Kabupaten Kepulauan Aru itu yang kami uraikan dalam legal standing ini sehingga ... selain itu, Bupati Kepulauan Aru dan ASN itu kan, dalam Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kepolisian dilarang harus netral, Yang Mulia. 

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.
631. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Sehingga kami dalam legal standing ini berpendapat ... artinya menurut kami bahwa persentase 2,5 ... kalau kita menghitung dengan PMK 5 Tahun 2017 itu sama sekali tidak. Tapi soal substansi masalahnya yang menjadi permasalahan sehingga kami mengajukan permohonan ini ke Mahkamah, Yang Mulia.

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik.

633. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, itu juga didasarkan berdasarkan Putusan Nomor 54 pada Kabupaten Yapen, Yang Mulia, yang menjadi yurisprudensi yang kami tuangkan, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

635. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Oke. Kedudukan legal standing kami pikir cukup, Yang Mulia. 

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

637. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Tenggang waktu itu kami ajukan pada tanggal ... diumumkan itu pada tanggal 9, Yang Mulia. 

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

639. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Tanggal 9 Juli itu diumumkan, Yang Mulia. Sedangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon itu pada tanggal 10 (...)

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT


10, ya?

641. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya. Jadi, diumumkan di tanggal 9 Juli, pukul 18.30 WIT atau waktu Indonesia baratnya (...)

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Indonesia Baratnya 16.36 WIB?

643. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


16.30 WIB, Yang Mulia. 

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

645. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Sedangkan kami ajukan di MK itu pukul 16.36 WIB atau Indonesia Timurnya 18.36 WIT (...)

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT


18.36 WIT, ya? 

647. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, dengan demikian tenggang waktunya masih (...)

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Masih?

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, sekarang pokok permohonannya.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Pokok permohonannya, Yang Mulia, kami tidak bacakan lagi karena bagian daripada pokok permohonan ini dia merupakan bagian tidak terpisahkan daripada apa yang diuraikan dalam legal standing, Yang Mulia. 

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. 

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Sehingga kami masuk saja pada permohonan kami di petitum, Yang Mulia. 

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Petitum, ya. Jadi, persoalan utamanya adalah TSM karena ada keterlibatan aparat, ya? 

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Keterlibatan aparat kepolisian (...)

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya. 

657. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Yaitu Wakapolda Maluku dan instansi di bawahnya dan kami punya bukti videonya dan ASN.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT


ASN, ya?

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia. 

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Sekarang petitumnya.

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, petitumnya kami mohon, Yang Mulia. 

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Silakan dibacakan seluruhnya!

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Berdasarkan apa yang kami uraikan tadi yang pendek itu, Yang Mulia. Maka kami mohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi  agar menjatuhkan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut. 

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon tentang Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 untuk seluruhnya. 

2. Menyatakan tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat keputusan Termohon nomor kami tidak sebutkan lagi, Yang Mulia, atau ... atau memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Irjen Pol Drs. Murad Ismail dan Drs. Barnabas Orno sebagai Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur Maluku tahun 2018. 

3. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan sanksi pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Said Assagaff dan Ir. Anderias Rentanubun sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini atau menetapkan hasil perhitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut, Nomor Urut 1=220.273, Nomor Urut 2=213.503, Nomor Urut 3 atau Pemohon ini=225.636.

5. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada 6 kabupaten di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. 

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini atau bila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

Terkait, Yang Mulia. Hormat kami kuasa Pemohon. 

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, Terima kasih. Ini dalil utamanya adalah masalah keterlibatan aparat, nanti tolong KPU bisa memberikan penjelasan dan Pihak Terkait yang menyangkut ASN, ya? Baik. Yang Mulia, ada, Yang Mulia? 

665. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Itu yang Wakapolda itu kan, sudah diganti sebelum hari pemilihan kan, Pak?

666. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Setelah itu baru diganti, Yang Mulia. Ada mutasi. Jadi, pada saat (...)

667. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Bukan sebelumnya?

668. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Sebelumnya. 

669. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ha?

670. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Jadi, terlibat dulu pada saat mau pemilihan ... itu terlibat dulu, Yang Mulia. 

671. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Ya, artinya sebelum hari pemilihan sudah diganti, kan? 

672. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia. 

673. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


18 Juni, kan? 

674. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, Yang Mulia.

675. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Semua ... semua argumen Anda?
676. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya. 

677. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO


Oke. Cukup, Pak. 

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Prof. Maria, ada? 

679. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI


Ya. saya melihat pada petitumnya. Petitumnya ini macam-macam, ya. yang pertama menetapkan ... apa ... menetapkan mengabulkan permohonan, menyatakan tidak sah itu. Tapi kemudian atau ini yang halaman 29, memerintahkan Termohon mengeluarkan sanksi pembatalan pada Irjen Pol Drs. Murad Ismail dengan Said Assagaff, berarti kalau ini diskualifikasi, terus enggak ada pasangan, tinggal 1, ya? Kalau menang. 


Kemudian yang ke 3 atau yang benar adalah pasangan calon ini, ya nomor 1=220.273, yang kedua=213.503, yang ketiga=225.636 berarti Anda menganggap pemenangnya adalah Pemohon, tapi kemudian memerintahkan Termohon untuk pemungutan suara ulang. Ini agak aneh, ya. Tapi, ya karena Anda mengatakan, “Sudah menjadi pemenang, tapi kemudian harus ada pemungutan suara ulang.” Ini mohon KPU nanti diperhatikan karena ada 3 Petitum nanti atau ... atau nanti coba, ya?
680. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Baik, terima kasih, Prof. Jadi, untuk perkara ini Maluku supaya KPU, dan panwasnya, atau Bawaslu yang bisa memberikan tanggapan secara serius dan juga Pihak Terkait kalau diperlukan. Jadi, tidak berhubungan dengan angka-angka, tapi lebih kepada keterlibatan aparat, ya. Tapi silakan dicermati Permohonan ini. Baik. Sebelum saya tutup, saya mau mengesahkan bukti.

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Yang Mulia, minta waktu.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Ya, terkait dengan Permohonan Nomor Perkara 18/PHP.BUP-XVI/2018 tadi, sebetulnya saya mau minta waktu untuk klarifikasi.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Enggak, enggak usah klarifikasi. Nanti di jawabannya saja dengan bukti (...)

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Maksudnya, klarifikasi ... apa ... dari Permohonan, begitu. Karena ada yang disampaikan oleh Pemohon itu, enggak ada dalam Permohonan.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Enggak, enggak usahlah, enggak usah ditanggapi. Nanti saja disampaikan, bukan sekarang, tapi diklarifikasi pada waktu Anda memberikan jawaban, ya?
687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Ya, betul, Yang Mulia. Tetapi ini penting, sangat krusial (...)

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, penting, makanya itu. Nanti (...)

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Ini krusial, Yang Mulia.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Betul, betul. Tapi jawaban Anda di dalam forum ini ... ini agendanya, apa? Agendanya adalah Mendengarkan Permohoan. 

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Betul, Yang Mulia.

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Betul, Yang Mulia. Maksud saya, Permohonan yang disampaikan itu dengan yang di tangan kami itu berbeda. Jadi, itu yang saya minta klarifikasi.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, kan, dicatat tadi. Dicatat, nanti diklarifikasi pada waktu Anda memberikan jawaban. Tidak sekarang, besok tanggal 1, ya. Itu saja. Dicatat, nanti dijawab pada tanggal 1, apa yang dipersoalkan.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Maksud saya, Yang Mulia, yang disampaikan Pemohon (...)

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Saya tahu, saya tahu.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Itu enggak ada dalam Permohonan ini.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Betul.

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Jadi, kami mau tanggapi itu poin yang mana misalnya, ya. Saya minta penjelasan, misalnya, yang tadi disampaikan bahwa anggota KPU itu tidak kuorum dalam mengambil keputusan. Di dalam Permohonan ini, enggak ada.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ada saya baca, ada kok.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Nah, ini ... ini yang jadi masalah. Yang sekarang, Permohonan kami dengan Permohonan yang dibacakan Pemohon ini berbeda. Ini asli ini, asli.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tadi saya baca, ada itu.

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Nah, di Permohonan kami enggak ada.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ada?

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Itu yang pertama, yang (...)

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tadi ada Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018, ada? Jadi, anggotanya 5, yang selalu diundang 3, yang 2 tidak pernah datang. Itu ada di sini.

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Di Permohonan kami enggak ada, Pak.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Nah, itu nanti Permohonannya nanti dicek di Kepaniteraan, yang diminta yang di Kepaniteraan nanti, ya.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Ini ... ini yang aslinya.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.
711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Yang berikut, Yang Mulia (...)

712. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Yang kedua itu, misalnya pemberian uang Rp10.000.000,00 kepala- kepala desa.

714. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, itu tadi di halaman ... halaman 37 itu ada itu, ya. Nanti dicek, ini halaman 37.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Yang di Permohonan kami halaman 26 saja.

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Oh, ya, ini nanti anu ... di ... diminta di Kepaniteraan. Nanti ada di perbaikan.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Ya.

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Jadi, kami izin, Majelis, untuk (...)

720. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, silakan, ya.

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Dikasih perbaikan yang terakhir.

722. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: PIETER ELL


Terima kasih.

724. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Nanti di Kepaniteraan, silakan ambil nanti.

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Yang Mulia. Sebelum Yang Mulia menutup sidang karena tadi kami tangkap bahwa Yang Mulia akan mengesahkan alat bukti.

726. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya.

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Tapi kami kan, belum mengajukan bukti tambahan kami yang (...)

728. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Makanya itu, besok (...)

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Ya, makanya kami mohon penjelasan.

730. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tanggal 31 masih bisa, ya, kan? Tapi pada waktu kita mau mulai sidang, bukti tambahan itu harus diserahkan dulu karena akan kita verifikasi, ya, kan. Gitu, kan? Ya.


Baik. Saya sahkan ini. Saya bacakan Perkara Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018 untuk Kabupaten Manggarai Timur dari Pemohon P-1 sampai dengan P-36. P-28-nya tidak sesuai dengan dalil Pemohon. Dalil Pemohon di TPS 9, buktinya malah di TPS 3 ini. Dipakai enggak ini, Nomor 16/PHP.BUP-XVI/2018?


Berarti anu ... ya (...)

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Enggak dipakai, Majelis.

732. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Enggak dipakai, ya?

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING

Ya, ya.

734. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Bukti P-35 belum diserahkan, tidak ada bukti fisiknya P-35.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Yang Mulia, kami ada tambahan. Sesuai dengan apa yang tadi disampaikan (...)

736. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik. Kalau begitu, ini yang ada dulu, ya, yang disahkan, ya.

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 16/PHP.BUP-XVI/2018: I. WILSON COLLING 


Baik, Yang Mulia.

738. KETUA: ARIEF HIDAYAT


P-1 sampai dengan P-36, tapi P-28-nya dianggap tidak ada. Kemudian, P-35 juga tidak ada ini. Nanti kalau bukti tambahan, nanti diserahkan besok. Kita sahkan P-1 sampai dengan P-36, kecuali P-28 dan P-35 disahkan.



Kemudian, Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018, P-1 sampai dengan P-27?
739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PHP.BUP-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS


Benar, Yang Mulia.

740. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Betul, ya. Saya sahkan.



Kemudian, Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018, P-1 sampai dengan P-98, Pak Sholeh?

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia.

742. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Jadi, saya ulangi, P-1 sampai dengan P-92?

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018: MUHAMMAD SHOLEH


Betul, Yang Mulia.

744. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Ya, disahkan.



Kemudian, yang terakhir untuk Provinsi Maluku, sementara yang ada. Mau ada bukti tambahan, ya?

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE


Yang Mulia.

746. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Tapi sementara P-1 sampai dengan P-53?

747. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018: ANTHONI HATANE 


Benar, Yang Mulia.

748. KETUA: ARIEF HIDAYAT


Baik, disahkan.



Ada lagi yang akan disampaikan atau sudah cukup? Itu miknya dimatikan! Sudah mau selesai. Enggak ada? Kalau begitu, yang terakhir saya umumkan persidangan yang akan datang, tapi jawaban dan keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu sudah harus masuk pada tanggal 31, maksimal pukul 15.15 WIB karena ditutup pukul 15.15 WIB ini.
Sidang berikutnya untuk Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dan Perkara Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018, saya ulangi sidang berikutnya untuk Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dan Nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018 diadakan Kamis, 2 Agustus 2018, Kamis, 2 Agustus 2018, pukul 08.30 WIB, ini Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dan nomor 18/PHP.BUP-XVI/2018, Kamis, 2 Agustus pukul 08.30 WIB dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu atau panwaslu, dan kita akan mengesahkan bukti tambahan dan bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, panwaslu, dan bukti tambahan dari Pemohon.


Untuk Perkara Nomor 29/PHP.GUB-XVI/2018 itu Kamis, 2 Agustus, pukul 13.00 WIB, jadi tadi 08.30 WIB, sekarang ini 29/PHP.GUB-XVI/2018 dan 16/PHP.BUP-XVI/2018, Kamis, 2 Agustus, pukul 13.00 WIB dengan agenda yang sama, mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu atau panwaslu, dan pengesahan alat buktinya juga alat bukti tambahan, ya. Sudah jelas? Bisa dimengerti, ya? Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup. 
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